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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam tidak membatasi profesi seseorang dalam memilih pekerjaan, 

ada banyak profesi dalam bekerja diantaranya bekerja menjadi guru privat, 

dimana tenaganya dalam mengajar sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan 

seseorang. Bekerja tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

atau lebih tepatnya imbalan dari jasa kerja yang  diberikan, transaksi yang 

menyinggung mengeai jasa dapat dikatakan ija>rah. 

Berbicara mengenai ija>rah, ija>rah digunakan untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan yang diketahui, seperti membawa barang kesuatu tempat 

atau membangun dinding.1 Di dalam Islam upah ija>rah membutuhkan 

perhatian yang serius dalam hal ini misalnya biasa kita baca mengenai 

kreteria rekruitmen tenaga kerja dijelaskan dalam surat Al-Qashash 

sebagai berikut: 
 2
 

مُ اَي اأ ب تَِاسْت أْجِرْمَقَ   ا َالْق وِيَاْلَ َال تَْإِحْد  َم نَِاسْت أْج رْت  ي ْر  مِيْمَإِنَخ   

“ salah dari kedua wanita itu berkata, Hai Ayahku, ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling 

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya”.
3
  

 

                                                            

       1 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 

Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 312. 

       2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 

251. 

       3 (QS. al-Qashas (28): 26).          
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Ayat tersebut merujuk pada keabsahan kontrak ija>rah. ayat ini 

menceritakan tentang Nabi Musa a.s. bertemu dengan kedua putri Nabi 

Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk direkrut sebagai 

pekerja guna mengembala kambing atau domba. Kemudia Nabi Ishaq 

bertanya tentang alasan putrinya tersebut. Putri nabi Ishaq menyempaikan 

bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 

sepuluh orang. Bahkan mengatakan karena “sesungguhnya orang yang 

paling baik kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya”.4 Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang 

yang bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan baik dari jenis, sifat, 

beban pekerjaan, waktu, dan sistem pengupahan.
5
 

 Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan 

ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan 

pertentangan atau konflik industrial, karena banyak sekali profesi-profesi 

kerja dengan upah-upah yang beragam, bahkan persoalan upah juga 

dibahas dalam UU tentang tenaga kerja, UU no 13 tahun 2003.
6
 

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk 

mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja 

sebagai unsur produksi didasari konsep istikhla>f, di mana manusia 

bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung 

                                                            

       4 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

191. 

       5 Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157. 

       6 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, 191. 
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jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang 

diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia,
7
 

Transaksi ija>rah (transaksi atau akad terhadap jasa tertentu dengan 

disertai imbalan atau kompensasi) untuk melakukan setiap pekerjaan halal 

baik menyangkut bisnis dibidang pertanian, industri, perdagangan, 

pendidikan, maupun berbagai bentuk mu>amalah lain, hukumnya halal.
8
 

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 

kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan 

sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran 

dalam ija>rah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih 

terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar 

atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus 

dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.
9
 

Syarat sah dan tidaknya transaksi ija>rah tersebut adalah adanya jasa 

yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan 

mengontrak seorang a>jir untuk memberikan jasa yang diharamkan. 

Ketentuan kerja dalam memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 

dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus 

ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis 

pekerjanya harus di jelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ija>rah 

                                                            

       7 Nurul Huda, EkonomiMakro Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 227. 

       8 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insane Pres, 2002), 

192-193. 

       9 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 

Madzab, 318. 
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yang masih kabur hukumnya adalah fa>sid (rusak) dan waktunya harus 

ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan.
10

 

As-sunnah: 

لَْا جْر مَ رًاف  لْي  عْم  ريرةََ.م نَِاسْت أْج ر ا جِي ْ َعبدالرزاقَعنَأيَ ُروا  

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, 

beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)
11

 

 
Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya 

ditentukan sesuai dengan upah yang pantas dan baik. Dan juga 

memberikan kebebasan untuk menurut haknya, yang merupakan hak asasi 

bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.
12

 

Dan Sabda Nabi SAW: 

َمسلمََا جْرمكَِ ع لىَق دْرنِ صِبِكِ.َُروا  

 Artinya: (Upahmu sesuai dengan kadar  usahamu). (HR. Muslim).
13

 

 As-sunnah: 

َا جْر مَق  بْل َا نَْامعْطمواالَ  عمرََجِي ْر  َعنَاب َابنَماج فَع ر قمم.َُروا  َِ  

 Artinya:  “ Berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering.”  

(HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)
14

 

                                                            

       10 Nurul Huda, EkonomiMakro Islam, 230 

       11 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124. 

       12 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru, 1995), 13. 

       13 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1999), 161. 

       14 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, 124. 
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Guru privat merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh 

sebagian orang yang berminat, dengan tujuan untuk menambah 

penghasilan mereka. Dimana sebagian orang mencari atau menerima 

tawaran untuk menjadi guru privat,  mata pelajaran yanga diajarkan 

mengikuti sesuai apa yang di minta oleh orang tua anak, biasanya 

pelajaran yang di minta sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah 

atau hanya mata pelajaran tertentu seperti hanya matimatika, bahasa 

Indonesia, bahasa inggris, agama islam, atau hanya sekedar mengajarkan 

agar dapat membaca. Pengajaran dilakukan dengan waktu yang berbeda-

beda ada yang hanya 1 jam, ada yang sampai 2 jam, bahkan lebih dalam 

sehari dan Rata-rata guru privat hanya mengajar kalangan anak TK dan 

SD. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada yang mengjar anak 

SMP. 

Secara teori transaksi ija>rah itu ada yang harus di sepakati antara 

seorang a>jir (orang yang dikontrak tenaganya) dan  musta’jir (orang yang 

mengontrak tenaga, namun pada faktanya ditemukan masih ada beberapa 

yang tidak melakukan atau memenuhi syarat sah dalam melakukan ija>rah. 

 Persoalan yang terjadi antara teori dan fakta diantaranya adalah 

Proses terjadinya transaksi atau akad berawal dari pertemuan orang tua 

dengan seseorang yang akan menjadi guru privat anaknya. Dari beberapa 

guru privat yang saya wawancarai, terkait dengan akad dan besaran upah 

yang diberikan, pada saat melakukan akad penentuan besaran upah tidak 

disinggung. Upah dapat diketahui ketika sudah mulai bekerja atau 



6 
 

mengajar dan saat sudah satu bulan menerima upah.  Adapun upah 

kelaziman atau pada umumnya pengupahan guru les privat di daerah 

Ponorogo adalah Rp 30.000/ hari untuk mengajar semua mata pelajaran. 

Dan Rp 50.000/ hari khusus untuk mata pelajaran tertentu, seperti khusus 

bahasa Inggris, khusus Menari, Khusus Matematika dan lain-lain.
 15

 

Berpedoman dari latar belakang di atas,  maka peneliti mencoba 

untuk lebih jauh meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Guru Privat Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang diatas, maka inti permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana akad pengupahan guru privat di Ponorogo ditinjau dari 

hukum Islam? 

2. Bagaimana model pengupahan guru privat di Ponorogo ditinjau dari 

hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan akad pengupahan guru privat di Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan model pengupahan guru privat di Ponorogo. 

 

                                                            

       
15

Zeni Latifah, Wawancara, 25 Maret 2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya dan memberikan 

wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan pengupahan, khususnya bagi jurusan Syari’ah program 

studi mu>amalah serta menjadi refrensi dan juga refleksi terhadap 

kajian berikutnya yang berkaitan dengan mu>amalah,  

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai hukum 

Islam khususnya mengenai pengupahan buruh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi 

tambahan maupun pembanding bagi peneliti lain yang masalahnya 

sejenis. 

b. Untuk khalayak umum terutama kepada para guru privat dan orang 

tua anak, hasil penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan 

dalam menentukan upah dan dapat menembah khasanah ilmu 

pengetahuan Islam yang bisa menjadi pedoman dalam hidup 

bermasyarakat. 

E. Kajian Pustaka 

Sejauh ini yang penuis ketahui bahwa penelitian tentang 

pengupahan guru privat belum ada yang membahas. Namun ada beberapa 

skripsi yang membahas sistem pengupahan dalam tinjauan Hukum Islam 

yaitu: skripsi yang ditulis oleh Shofiana Eka Aulia dengan judul “Tinjauan 
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Fiqih Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa 

Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. Dengan  masalah tidak 

adanya penentuan upah yang pasti bagi pekerja penebangan pohon dan 

pengalihan upah dari akad semula yang telah disepakati antara kedua belah 

pihak berupa upah uang menjadi krencek atau upah krencek menjadi uang.  

Kemudian hasil pembahasan disimpulkan bahwa akad kerja 

penebangan pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng telah sesuai dengan 

syarat dan rukun akad, yaitu: adanya dua orang yang berakad dengan 

syarat baligh, berakal, cakap bertindak, akad itu di izinkan oleh Syara’, 

jenis pekerjaan jelas, dan manfaat dari pekerjaan itu jelas, dan sistem 

penetapan besaranya upah telah sesuai dengan fiqh ija>rah karena 

penetapan besarnya upah telah dijelaskan dan disepakati kedua belah 

pihak di awal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana. Sedangkan 

pengalihan bentuk upah tidak sesuai dengan syarat dan rukun fiqh ija>rah 

karena bentuk upah yang didapat tidak sesuai dengan akad yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilaksanakan 

sehingga upah transaksi ija>rah tidak jelas.
16

  

Yang kedua skripsi yang ditulis oleh saudara  Fadilatul 

Munawarah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara 

Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan”. Dengan masalah mengenai tatacata melakukan 

akad, perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan 
                                                            

       16 Shofiana Eka Aulia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani 

di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan  (STAIN Ponorogo: Skripsi, 

2014). 
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dalam pekerjaan system arean yang mana waktu dan jenis pekerjaan yang 

mereka lakukan sama dan mengenai penangguhan waktu pembayaran 

upah buruh tani tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, akad kerja antara 

pemilik sawah dengan buruh tani sah karena rukun dan syarat terjadinya 

akad telah terpenuhi, dan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan 

perempuan tidak mempengaruhi keabsahan akad akan tetapi tidak 

memenuhi prinsip etika keadilan. Dan model pembayaran yang 

pembayarannya tidak secara langsung ketika pekerjaan buruh tani selesai 

melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan 

pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun yang secara 

langsung sudah sesuai dengan hukum Islam.
17

 

Yang ketiga skripsi yang ditulis oleh saudara Misgito, yang 

berjidul “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap Sistem Pengupahan Buruh 

Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo”. Dengan permasalahan 

transaksi yang tidak jelas dari awal pembawaan barang, dan besaran upah 

yang berbeda-beda.  

Dengan kesimpulan bahwa transaksi akad pengupahan buruh 

gendong sudah sesuai dengan hukum Islam baik yang sudah berlangganan 

maupun yang belum berlangganan karena sudah memenuhi syarat dan 

rukun ija>rah. Dan besaran upah yang diterima oleh para buruh gendong 

                                                            

       17 Fadilatul Munawarah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani 

di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (STAIN Ponorogo: Skripsi, 

2013). 
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baik yang sudah belangganan maupun belum secara umum sudah sesuai 

dengan hukum Islam karena sudah memenuhi unsur keadilan, suka sama 

suka, dan tidak ada yang merasa dirugikan.
18

 

Dari pemaparan diatas belum ada yang secara khusus membahas 

pengupahan guru privat Ponorogo, maka dari itu karya pembahasan yang 

akan penulis sampaikan layak untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan 

yang dilihat secara menyeluruh. Di mana tempat , keadan, dan waktu 

yang berkaitan dengan tindakan itu manjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan. Dengan menggunakan penelitian lapangan peneliti akan 

lebih mudah mendapatkan data-data yang dicari untuk mendapatkan 

informasi mengenai penelitian yang akan diteliti.
19

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek preses dan makna suatu tindakan yang dilihat 

secara menyeluruh (holistic), dimana suasana, tempat dan waktu yang 

                                                            

       
18 Misgito, Tinjauan Hukum Islam  Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar 

Songgolangit Ponorogo (STAIN Ponorogo: Skripsi, 2011). 

       19 Jonathan Sarwono, Methode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 193-194. 
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berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilku yang 

diamati.
20

 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan 

diantaranya: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan langsung dengan kenyataan jamak. Kedua, metode 

ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak peenajaman pengaruh bersama 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
 
Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan hukum islam, dalam hal ini menggunakan ija>rah.
21

 

3. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam melakuakan penelitian 

karena peneliti sebagai actor sentral dan yang ingin mengumpulkan 

data, dan instrument selain manusia sebagai pendukung untuk 

melakukan penelitian saja. 

Karena itu tingkat kehadiran peneliti sangat di perlukan di 

lapangan, dalam melakukan penelitian peneliti harus sepenuhnya 

terjun dalam melakukan penelitian dilapangan dan pengamatan 

penelitian dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan. 

                                                            

       20 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 147-

148. 

       21 Lexy J Moleong, Methodology Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 15. 
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4. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan obyek adalah di 

Ponorogo. 

5. Data dan Sumber Data 

Data penyusunan skripsi ini untuk memecahkan maslah yang 

menjadi bahan pokok, data yang dibutuhkan di antaranya: 

a. Data tentang akad pengupahan guru privat di Ponorogo. 

b. Data tentang model pengupahan guru privat di Ponorogo. 

Sumber data untuk penelitian ini adalah: guru privat di Ponorogo dan 

orang tua anak. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penyusunan skripsi ialah: 

a. Metode Interview 

Metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju 

atau pemberi pertanyaan dan interviewee (yang diwawancara) 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 

interwiewer.
22

 

Dalam penelitian ini metode interview yang digunakan untuk 

pengumpulan sejumlah informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan dijawab lisan pula oleh guru privat di 

                                                            

       
22 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 

127. 
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Ponorogo dan orang tua anak.
23

 Dalam peelitian ini penulis 

mewawancarai masing-masing 10 guru privat di Ponorogo dan 10 

orang tua anak . 

b. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan tehnik pengumpulan data, dimana 

peneliti melakuakan pengamatan secara langsung ke objek.
24

 

7. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data model 

analisis Miles dan Huberman yakni: 

a. Reduksi data 

b. Penyajian data (display) 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion) 

Pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan 

paradigmanya yang positivism. Analisis data itu dilakukan dengan 

mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari 

satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis 

data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang 

telah dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. 

Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian 

diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu kedalam apa yang 

dinamakan matriks. Analisis data yang digunkan adalah matriks.
25

 

 

                                                            

       23Ridwan, Methode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2006), 104. 

       
24

Ibid. 

       25Lexy J Moleong, Methodology Penelitian Kualitatif, 307-308. 
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8. Pengecekan keabsahan data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunanan pengamatan dan triangulasi. 

a. Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dimana peneliti tinggal dilapangan penelitian 

sampai pengumpulan data tercapai. 

b. Ketekunan pengamatan merupakan mencari secara konsisten 

interprestasi dengan berbagai cara sesuai dengan analisis yang 

konstan atau tentatif. Dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci, teliti, berkesinambungan terhadap factor-faktor yang 

menonjol. 

c. Triagulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu 

dapat dicapai dengan jalan:   

1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

(metode). 
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2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi (sumber).
26

 

9. Tahap-tahap penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan 

sesuai rencana atau deadline penyusunan skripsi mulai dari awal 

hingga akhir. Rencana atau deadline tersebut disusun sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tahapan penelitian 

NO DEADLINE WAKTU 

1 Pengajuan Judul - Acc 

Judul 

07-12-2016  sampai  23-12-2016 

2 Pembuatan Proposal 10-01-2017  sampai  02-02-2017 

3 Pengajuan Proposal 01-03-2017  sampai 08-03-2017 

4 Wawancara Narasumber 10-03-2017  sampai 29-03-2017 

5 Ujian Proposal - 

6 Pengerjaan Skripsi - Ujian 

Skripsi 

Bulan April – Bulan Juni 2017 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai pemudah untuk penyusunan skripsi maka pembahasan 

dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab dimana 

masing-masing bab tersebut, dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, terbentuklah suatu kesatuan 

system penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti 

                                                            

        

       26 Lexy J Moleong, Methodologi Penelitian Kualitatif, 321-331. 
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Nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis 

dan komprehensif. 

Adapun sistemmatika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar 

pemikiran bagi keseluruhan isi meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, methodology penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 BAB II : IJARAH DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan 

penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini. 

Yang di dalamnya meliputi: pengertian ija>rah, dasar hukum 

ija>rah, rukun dan syarat-syarat ija>rah, macam-macam dan 

syarat upah, perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, 

perbedaan upah dan pembayaran upah kerja. 

BAB III : PRAKTEK PENGUPAHAN GURU PRIVAT DI 

PONOROGO  

Dalam bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian 

lapangan mengenai data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah, meliputi pemaparan secara umum 

tentang: akad pengupahan guru privat di Ponorogo ditinjau 
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dari hukum Islam dan model pengupahan guru privat di 

Ponorogo ditinjau dari hukum Islam. 

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PENGUPAHAN GURU PRIVAT DI PONOROGO 

Pada bab ini penulis mengenalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan yang vailid. Analisis tersebut dilakukan 

terhadap akad pengupahan guru privat di Ponorogo dan 

model pengupahan guru privat di Ponorogo. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, 

yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis. 


